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A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan berkembangnya arus globalisasi, mengakibatkan  
perkembangan ekonomi masyarakat semakin meningkat yang ditandai dengan 
meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat. Perputaran dana dalam 
masyarakat mengakibatkan adanya masyarakat yang mempunyai dana berlebih, 
dan dilain pihak ada sekelompok masyarakat dalam arus perputaran dana 
mendapatkan porsi yang kecil dari dana itu, sehingga untuk memenuhi 
kebutuhannya yang akan datang harus melalui peminjaman dana. Salah satu 
badan atau lembaga yang berperan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yaitu 
lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non 
bank. 
Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara kelompok 
masyarakat yang kelebihan dana dengan kelompok masyarakat yang mengalami 
kekurangan dana.
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 Dalam hal ini perbankan memiliki peran penting dalam 
pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Pada 
hakikatnya perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 
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Hingga saat ini, lembaga keuangan dan perbankan adalah lembaga yang 
banyak menguasai kehidupan perekonomian masyarakat menggunakan 
instrument bunga sebagai penggerak utama kegiatan operanionalnya, sehingga 
memunculkan kekhawatiran terhadap masyarakat Indonesia yang mayoritas 
beragama muslim terhadap larangan agama Islam yaitu penggunaan riba. Oleh 
karena itu, sebagian besar umat muslim di Indonesia yang memegang teguh 
ajaran Islam menginginkan adanya lembaga keuangan yang berasaskan pada 
nilai-nilai Islam. Pengharapan masyarakat untuk melakukan transaksi yang 
berbasis non ribawi telah mendapat perhatian yaitu setelah adanya kesepakatan 
bersama para ulama dalam mewujudkan lembaga perbankan yang berbasis non 
ribawi di Indonesia, melalui diselenggaranya Lokakarya Bunga Bank dan 
Perbankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
3
 Berdasarkan program MUI 
tersebut keberadaan perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada 
syariat Islam atau yang biasa disebut sebagai perbankan syariah dianggap solusi 
terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang berbasis 
bunga. 
Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan 
yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha perbankan dengan 
sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun 
meminjam dengan bunga atau disebut dengan riba serta larangan investasi untuk 
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Kehadiran bank syariah yang pertama yaitu PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Pada tahun 1992 merupakan awal sejarah pertumbuhan bank 
syariah di Indonesia. Pembukaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. diupayakan 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki produk dan jasa 
perbankan yang tidak berbasis bunga.
5
 
Pada saat Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan landasan legal dari 
pendirian perbankan Islam adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan. Merupakan satu-satunya pengaturan yang memungkinkan untuk 
pengoperasian perbankan Islam adalah pasal 1 ayat (12) yang menyebutkan 
bahwa  
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian 
hasil keuntungan” 




 Terjadinya krisis keuangan 1998 mengakibatkan hancurnya sejumlah 
bank dan akhirnya Undang-Undang Perbankan diamandemen. Undang-Undang 
Perbankan  tersebut kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan. Dari amandemen tersebut mengakibatkan sistem 
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perbankan mengalami perkembangan dan perubahan yang memberikan peluang 
lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.
7
  
Dalam perkembangannya sistem perbankan syariah di Indonesia 
dilakukan berdasarkan dual-banking system atau sistem perbankan ganda untuk 
menghadirkan alternatif  jasa perbankan yang semakin lengkap kepada 
masyarakat Indonesia.
8
 Selain itu sistem perbankan konvensional juga mengalami 
perkembangan yakni semakin lengkap dengan diintroduksinya sistem perbankan 
syariah, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen 
masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu ragu lagi mengenai boleh atau 
tidaknya memakai jasa perbankan, terutama jika ditinjau dari kaca mata agama.
9
 
Mengingat semakin berkembangnya perbankan syariah dan membutuhkan 
kepastian hukum yang memadai maka, pada tahun 2008 DPR melalui rapat 
paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang yang kemudian disahkan oleh 
Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah. 
Kehadiran Undang-Undang Perbankan Syariah diharapkan dapat menjadi 
legitimasi paling akurat untuk menjalankan praktik Perbankan Syariah. Peraturan 
tersebut mempunyai tujuan yaitu menurut pasal 3 yang berbunyi  
“ Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 
dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 
kesejahteraan rakyat”.  
Selain itu, Indonesia adalah Negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di 
dunia. Berdasarkan demografi ini Indonesia memiliki potensi besar untuk 
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mengembangkan ekonomi syariah sebagai arus perekonomian baru yang 
berpotensi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global. Ekonomi syariah 
sudah mendapat perhatian dunia baik dinegara muslim maupun non-muslim. Hal 
ini ditandai dengan industri perbankan syariah dan industri halal berkembang 
pesat yang menjadi tren dunia. Oleh karena itu, banyak Negara yang mulai 
melakukan reorientasi kebijakan ekonomi untuk memberikan perhatian lebih 
besar pada industri halal.
10
  
Kawasan Asia Tenggara sendiri termasuk wilayah yang menjadi pusat 
perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di dunia. Indonesia dan 
Malaysia merupakan Negara dikawasan tersebut yang menjadi penggerak 
berkembangnya industri tersebut di kawasan Asia Tenggara. Dengan 
berkembangnya sistem perbankan dan keuangan syariah di dunia, Negara tersebut 
mendorong Negara-negara di kawasan untuk juga berpartisipasi dalam 
mengembangkan industri keuangan syariah.
11
  
Dalam rangka mengakselerasi pengembangan perbankan syariah di 
Indonesia, Bank Indonesia telah mengeluarkan Grand Strategi yaitu adanya visi 
untuk menjadikan Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi 
pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Dengan tujuan pembentukan citra baru 
perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar 
secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan 
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layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah 
lebih dari sekedar bank.
12
 
Namun dalam kenyataannya, harapan masyarakat akan peran vital 
perbankan syariah dalam rangka turut serta membantu pertumbuhan sekaligus 
perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia hingga saat ini dinilai 
oleh banyak pakar perbankan Islam ataupun ekonomi Islam sendiri masih jauh 
dari harapan, bahkan bernilai tumpul, mengingat perilaku perbankan yang 
dijalankannya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, bahkan dinilai 
lebih merugikan umat Islam sendiri. Menurut Usman Kartadijaya, Perbankan 
Syariah saat ini hanya lebih menonjol pada aspek ‘baju’nya, namun prinsip 
perbankan yang dijalankannya masih banyak yang jauh dari ketentuan syariah itu 
sendiri. Sehingga perekonomian umat Islam di Indonesia seakan-akan berjalan 
tanpa dorongan perbankan syariah secara menyakinkan yang pada akhirnya 




Sejumlah permasalahan lain masih ditemui dalam upaya pengembangan 
perbankan syariah, misalnya relatif rendahnya pemahaman masyarakat terhadap 
operasional perbankan syariah dan terbatasnya tenaga ahli perbankan syariah 
berpengaruh terhadap potensi permintaan dan penawaran. Disamping itu, relatif 
terbatasnya jaringan kantor (network) bank syariah menyebabkan masih 
terbatasnya jangkauan bank syariah dalam melayani masyarakat. Keberadaan 
instusi institusi pendukung agar perbankan syariah dapat beroperasi secara 
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optimal juga dirasakan belum memadai. Dilain pihak, sejumlah isu yang 
berkaitan dengan perkembangan teknologi dan inovasi ragam produk bank 




Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik 
untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul ” 
TINJAUAN YURIDIS PERKEMBANGAN PERATURAN PERBANKAN 
SYARIAH DI INDONESIA DALAM UPAYA MENDUKUNG VISI PUSAT 
EKONOMI SYARIAH DUNIA” 
 
B. Pembatasan Masalah 
Pembatasan masalah pada penelitian ini mengenai perkembangan 
peraturan perbankan syariah di Indonesia terhadap pelaksanaan perbankan 
syariah di masyarakat serta apakah peraturan Perbankan Syariah di Indonesia 
telah mendukung visi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat 
dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana perkembangan peraturan Perbankan Syariah di Indonesia 
terhadap pelaksanaan Perbankan Syariah di masyarakat? 
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2. Apakah peraturan Perbankan Syariah di Indonesia telah mendukung visi 
Pusat Ekonomi Syariah Dunia?  
 
D. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan peraturan Perbankan Syariah di 
Indonesia terhadap pelaksanaan Perbankan Syariah di masyarakat. 
2. Untuk mengetahui apakah peraturan Perbankan Syariah di Indonesia telah 
mendukung visi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. 
 
E.  Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini 
adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan 
dibidang hukum perdata, khususnya yang berhubungan dengan perbankan 
syariah. 
2. Manfaat Praktis  
Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat 
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tersebut memperkenalkan sistem bagi hasil atau prinsip bagi hasil dalam kegiatan 
perbankan nasional. Kehadiran prinsip bagi hasil tersebut kemudian menjadi cikal 
bakal lahirnya Perbankan Syariah di Indonesia. Prinsip bagi hasil oleh pemerintah 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. 
Penggunaan isitilah prinsip bagi hasil dalam ketentuan tersebut belum 
mencakup pengertian perbankan syariah yang memiliki cakupan lebih luas. 
Karena itu maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai 
penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998 ini sebagai landasan hukum formal yang lebih maju dan 
memberikan peluang beroperasi dan tumbuhnya bank yang menjalankan prinsip 
syariah. Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional 
sekaligus dapat menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, serta telah 
memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan perbankan 
syariah. 
Perbankan syariah berkembang cepat setelah di undangkannya Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketentuan tersebut 
merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi usaha 
perbankan syariah yang secara tegas menggunakan penamaan bank syariah untuk 
menyebut bank bagi hasil atau bank islam. Ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2008 merumuskan pengertian bank syariah itu adalah 
“Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 
menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat 
syariah”.  
Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 setidaknya akan 
memberikan landasan hukum yang kuat bagi industri perbankan syariah untuk 
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pengembangan berbagai produk dan jasa perbankan syariah dengan tetap 
mengacu kepada prinsip syariah. 
 Dalam pelaksanaannya Perbankan Syariah selain diatur secara khusus 
didalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah juga memerlukan peraturan 
pelaksana yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan Perbankan Syariah 
sehingga mampu menghasilkan sistem perbankan syariah yang optimal. Peraturan 
pelaksana Perbankan Syariah diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), didalam Peraturan bank Indonesia 
tersebut diatur secara rinci mengenai hal-hal yang belum diatur didalam Undang-
Undang Perbankan Syariah. 
 Peraturan pelaksana lainnya yang menunjang pelaksanaan perbankan 
syariah adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah merupakan penjabaran dari prinsip syariah dan hukum ekonomi syariah 
yang digunakan sebagai pedoman bagi hakim mengenai ekonomi menurut prinsip 
syariah. 
Dalam upaya perkembangannya perbankan syariah yang didukung dengan 
adanya peraturan-peraturan yang memadai tetapi hingga saat ini pemahaman 
masyarakat terhadap operasional perbankan syariah masih relatif rendah dan 
terbatasnya tenaga ahli perbankan syariah, hal ini dapat berpengaruh terhadap 
potensi permintaan dan penawaran. Disamping itu, relatif terbatasnya jaringan 
kantor (network) bank syariah menyebabkan masih terbatasnya jangkauan bank 
syariah dalam melayani masyarakat. Sehingga, permasalahan tersebut dapat 
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berpengaruh terhadap Grand Strategi Indonesia yaitu mewujudkan visi pusat 
ekonomi syariah dunia. 
Melalui penulisan ini penulis akan menguraikan dan manganalisis terkait 
perkembangan peraturan Perbankan Syariah di Indonesia dalam rangka 
mewujudkan visi pusat ekonomi syariah dunia. Pertama, penulis akan 
menguraikan dan menganalisis bagaimana perkembangan peraturan Perbankan 
Syariah di Indonesia terhadap pelaksanaan Perbankan Syariah di masyarakat. 
Kedua, penulis akan menguraikan dan menganalisis apakah peraturan Perbankan 
Syariah di Indonesia telah mendukung visi pusat ekonomi syariah dunia. 
 
G. Metode Penelitian  
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 
hukum yang di hadapi.
15
 
Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah menentukan metode 
penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu sebagai 
berikut : 
1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode pendekatan normatif. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji 
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mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
16
 
Bahwa penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif 
karena penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang 
terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan perkembangan hukum yang mengatur perbankan syariah. 
2. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-
sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk 
menentukan menyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya 
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
17
 
Bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena 
untuk menguraikan perkembangan peraturan perbankan syariah di Indonesia 
dalam upaya mewujudkan visi pusat ekonomi syariah dunia. 
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
Jenis data yang digunaka dalam penelitian ini adalah jenis data 
sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah : 
Data sekunder tersebut menggunakan bahan-bahan hukum sebagai 
berikut : 
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1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 
otoritas (autoritatif).
18
 Dalam penelitian ini yang menjadi bahan 
hukum primer adalah : 
a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
b) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank 
berdasarkan Prinsip Bagi Hasil 
c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer
19
, seperti buku-buku hukum perbankan, buku tentang 
perbankan syariah, hasil karya ilmiah sarjana, atau pendapat para 
pakar hukum yang relevan dengan perkembangan hukum mengenai 
perbankan syariah. 
b. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 
Undang-Undang atau peraturan yang berhubungan dengan perbankan 
syariah. 
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4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu metode studi 
kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum baik 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier 
dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat 
dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang 




5. Metode Analisis Data 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah cara 
menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada 
konsep, teori, peratuan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, 
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